
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSISUMATERASELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR l'i TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN W ALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan
pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta berfungsi sebagai
instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur
capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur
kinerja pelayanan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 ten tang Pemerintahan Daerah, rencana kerja
Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasll
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Kota Palembang
Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan ... 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemb_aran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah ... 



Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
Nomor 13);

1 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2021 Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020
Nomor 12);

19. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 1 7);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN W ALIKOTA NO MOR 17 TAHUN 2021 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022. 

Pasal ... 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 
Nomor 17) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A 

Perubahan RKPD Tahun 2022, disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan; 

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 

2022; 

BAB III 

BAB IV 

BAB V 

BAB VI 

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; 

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 

Penutup. 

2. Ketentuan Lampiran diubah
sebagaimana tercantum dalam
W alikota ini.

Pasal II 

sehingga 
Lampiran 

berbunyi 
Peraturan 

Peraturan W alikota m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Palembang. 

,; \ .'� .r, · 
Palembang 

l. J \.tli 2022 
EMBANG,

NOJOYO 

Diundangkan di Pale111bang 
AWP-�,P..:¥1.1.lggal 2. 'L �Uh 2022 

ARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 

...... �,,, .... WA 
DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR I Lf 


